PENETAPAN
Nomor: 0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang
diajukan oleh:

C I .iur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di || NNENENEEEEEGEGEGE
I K<=bupaten Penajam Paser Utara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon |;
dan

I ur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

s pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di _
I <:bupaten Penajam Paser Utara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;
atau bersama-sama dengan Pemohon | dapat puta disebut sebagai
Para Pemohon;

N

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanah Grogot tanggal 22 Mei 2017 dengan Register Nomor :
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0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah

dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah menikah di Desa Labangka,
pada tanggal 09 September 2011 di hadapan Penghulu bernama Abdul
Gapar, dengan wali nikah yaitu ayan kandung Pemohon II yang
bernama Hairudin bin H. Tike, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua
orang saksi bermama Abdul Wahab dan Subhan serta banyak orang lain
yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pemikahan tersebut Pemochon |

C berstatus Jejaka dan Pemohon 1l berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemchon 1 dan Pemohon Il tidak ada hubungan
kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemchon |
dan Pemohon |l terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il membina rumah
tangga di rumah orang tua Pemohon | di Kelurahan Waru hingga
sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amanda
Meisya binti Amang lahir tanggal ¢ Mei 2012;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan
Pemohon [l telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak
pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,

C' menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon H;

6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon |I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan belum cukup 16 tahun,
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah sebagai
bukti sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon |I;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan
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Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan pembuatan akta kelahiran
anak;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon |} memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq.

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemochon | [ <-n
C Pemohon II | v2ro tclah dilaksanakan di Desa

Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada
« tanggal 09 September 2011;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua

Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan

permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 Mei 2017 di

S papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat

belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa

C : tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon

| dan Pemohon [l, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon | dan

Pemohon 1l perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon | dan

Pemohon It ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan

tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut

Pemohon | dan Pemohon |l menyatakan bahwa penyebab tidak

dicatatkannya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut ke KUA
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setempat karena Pemohon |l pada waktu menikah belum cukup umur untuk
menikah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut yang pada prinsipnya isinya tetép dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat
Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Masriah, dengan Nomor:
6409022404130001, tertanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan dan
\ ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup, dan telah
dinazegelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi tanda P;
B. Saksi
1. o 55 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [}
I, (< abupaten
Penajam Paser Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
y - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon |I;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon | dan Pemohon I;
C - Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon I adalah suami
' isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemochon | dan Pemohon |l
menikah pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka;
- Bahwa saksi hadir pada pemikahan Pemohon | dan Pemohon (]
tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Penghulu bernama Abdul Gapar;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
bernama Hairudin bin H. Tike;
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- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki
adalah saksi sendiri dan Subhan serta banyak orang lain yang
turut hadir;

- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon
[l berstatus perawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon | dan
Pemohon 1l tinggal di rumah orang tua Pemohon | di Kelurahan
Waru hingga sekarang;

C - Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il belum

pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka

-

dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang vang lain yang
membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai buku
nikah karena pada waktu itu Pemohon Il belum cukup umur
untuk menikah;

¥ - Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini
bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperiuan

C pembuatan akta kelahiran anak;

' 2. I i 52 tahun, agama lslam, pendidikan

SD, pekeriaan Petani, bertempat tinggal di NG

I -upeten Pensiam Paser

Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon |l;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon It adalah suami
isteri;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon | dan Pemohon I
menikah di Desa Labangka sekitar 6 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hadir pada pemikahan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Penghulu bernama Abdul Gapar;

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I

bernama Hairudin bin H. Tike;
- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki
) adalah Abdul Wahab dan Subhan serta banyak orang lain yang

C: turut hadir;

- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon
Il berstatus perawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, seielah menikah Pemohon | dan
Pemohon 1l tinggal di rumah orang tua Pemohon | di Kelurahan
Waru hingga sekarang;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemochon |l belum

o pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka
dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 {satu) orang anak;

C - Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang
} membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan

Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;

- Bahwa Pemochon | dan Pemohon Il belum mempunyai buku
nikah karena pada waktu itu Pemohon Il belum cukup umur
untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan permohonan ini
bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan
pembuatan akia kelahiran anak;
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Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan membenarkan dan
tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan
bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Maijelis Hakim menjatuhkan
penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya

ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

- PERTIMBANGAN HUKUM
C Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Para
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para
Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan
keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya
dengan bukfi-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot
sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 24 Mei 2017 selama

S tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku 1l Edisi Revisi 2014
C Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak yang merasa dirugikan
oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara

aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon |
dan Pemohon Il dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal
7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi Pemohon | dan Pemohon 1l di depan persidangan dan
berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon | dan
Pemohon 1i mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi
pihak dalam perkara ini (legal persona standi in judicio) dan karenanya
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Pemohon | dan Pemohon 11 mempunyai hak uniuk mengajukan
permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohconan Pemohon | dan Pemochon |l
adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan
bahwa Pemohon | dengan Pemohon |} telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu,

Kabupaten Penajam Paser Utara di hadapan Penghulu bernama Abdul

Gapar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama

Hairudin bin H. Tike, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,-

. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi

C bernama Abdul Wahab dan Subhan, namun pemikahan tersebut belum

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para

Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara Para

Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut uniuk keperluan

pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam
kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada
calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab Kabul;

i Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah
terbukti perkawinan Pemohon | dan Pemohon il telah memenuhi syarat dan
C rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh
’ karenanya Majelis Hakim menilai pemikahan Pemohon | dan Pemohon 1!
telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan
terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 7 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya
Pemohon | dan Pemchon Il harus dapat membuktikan dalil-dalil

permcohonannya sesuai ketentuan dimaksud;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah
memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan
maksud dan fujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilf permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi
sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. vang diajukan Para
Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan
C pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

o Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat
bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. adalah fotokopi Kartu
Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dan
berdasarkan bukti P dan surat permohonan Para Pemchon menunjukkan
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

# Penajam Paser Utara, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah
keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan
C Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon | dan
Pemohon li telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak
dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan
memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga
dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemchon | dan
Pemohon |l di persidangan menerangkan telah mengetahui proses
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan hadir pada pemikahan
tersebut, dan selama membina rumah tangga Pemohon | dan Pemohon il
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telah dikaruniai satu orang anak, selain itu sampai sekarang tidak ada
seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersehut, begitu juga saat
Pengadilan Agama Tanah Grogot sejak fanggal 24 Mei 2017
mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat
apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah)
Pemohon | dan Pemohon |l, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang

keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling
bersesuaian dan mendukung dalil permohenan Pemohon | dan Pemohon
I, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti
C dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon
dan alat bukti terfulis bertanda P serta keierangan saksi-saksi, maka harus
dinyatakan terbukti Pemohon | dan Pemochon Il telah menikah secara sah
pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah hidup bersama sebagai suami
istri;

5

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat periu

mengetengahkan petunjuk syari dalam Kitab F'anathuth Thalibin Juz v

halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang
berbunyi :

C Jte iy $gsd o oy g oo S5 81t o 1 s s 001

Artinya : “Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang
perempuan maka harus dapat menyebuikan syarat sahnya
seperti wali dan dua orang saksi yang adil”,

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz |l halaman 461 yang berbunyi:

5 g BN by Jo g g gs BN ST U5
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Artinya : "Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku * dan ia tidak
memerinci dan isteri membetutkan kepada laki-faki itu, atau wali
mugbir, maka telah dianggap cukup™;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon 1 ielah
beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e)
dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permochonan Para

\ Pemohon untuk disahkannya pernikahannya dapat dikabulkan;
C- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

G

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Fara Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (| d< o2n

Pemohon It | /2o telah dilaksanakan pada

( tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu,
Kebupaten Paser;

P

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon it untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 10
Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438
Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai
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Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.l. dan Abdul Hamid, S.H.l. masing-

masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rusdatina, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

3
Panitera Pengganti,
2
Rusdatina, S.Ag.
i
Rincian biaya perkara:
C 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya Proses Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan Rp. 640.000
4, Biaya Redaksi Rp. 5.000
5 Materai Rp. 6.000
Jumiah Rp. 731.000

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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